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Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.G/2021/PA.Rgt 

PUTUSAN 

Nomor 722/Pdt.G/2021/PA.Rgt 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx 

xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. INDRAGIRI 

HULU, RIAU, sebagai Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, 

pendidikan SLTA, tempat kediaman KAB. INDRAGIRI HULU, 

RIAU, sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah membaca laporan mediator ; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka 

sidang; 

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya 

tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama xxxxxx dengan nomor register perkara 722/Pdt.G/2021/PA.Rgt, 

tanggal 22 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai 

berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 

tanggal 13 Juli 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.G/2021/PA.Rgt 

Provinsi xxxx, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/7/VII/2007, 

tertanggal 13 Juli 2007; 

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat semula 

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di, Jalan Tuk Ongku 

Alim RT. 006 RW. 003, Desa Kampung Pulau, Kecamatan xxxxxx, 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx hingga berpisah; 

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul 

sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang 

anak yang bernama:  

a. Muhammad Farzan bin Rison Rasidin, lahir tanggal 08 Februari 2018; 

b. Shafana Almahyra binti Rison Rasidin, lahir tanggal 18 April 2021; 

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan 

Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Agustus 

2017 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk 

diharapkan rukun kembali , penyebabnya adalah: 

a. Tergugat tidak membangun komunikasi yang baik dengan Penggugat, 

sehingga sering menyebabkan salah paham antara Penggugat dan 

Tergugat; 

b. Tergugat kurang memberikan kepedulian dan bersikap acuh tak acuh 

kepada Penggugat dan anak; 

c. Tergugat bersikap tertutup dan pendiam jika bersama Penggugat, 

akan tetapi jika bersama teman-temannya Tergugat bisa bersikap 

terbuka dan periang, keadaan tersebut membuat Penggugat tidak 

nyaman hidup bersama Tergugat; 

d. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan 

anak; 

e. Tergugat sering berkata kasar dan mencaci Penggugat dan Anak; 

f. Tergugat sering memukul Penggugat dan anak tanpa alasan; 

5. Bahwa puncak dari perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 

bulan Agustus 2021, yang mana pada saat itu Tergugat tiba-tiba dan 

tanpa alasan memukul kepala Penggugat menggunakan kapak, hingga 

berdarah kemudian Penggugat diantarkan oleh keluarga Penggugat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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kerumah sakit untuk menjahit kepala Penggugat, akibat dari kejadian 

tersebut, maka Penggugat dan anak pergi dari rumah meninggalkan 

Tergugat karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat yang 

dianggap membahayakan nyawa Penggugat dan anak; 

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah: 

a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah 

adalah Penggugat, sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang; 

b. Penggugat dan Penggugat tidak menjalin komunikasi lagi; 

6. Bahwa sejak pertengkaran dan perpisahan antara Penggugat dan 

Tergugat, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga 

namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang terjadi, 

sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat ingin berpisah; 

7. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga 

yang sakinah mawadah warahmah, sehingga Penggugat sudah 

berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan 

Agama xxxxxx; 

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini. 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di 

atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan 

Agama xxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini 

untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

Primair : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Sughro Tergugat TERGUGAT 

terhadap Penggugat PENGGUGAT; 

3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Farzan bin Rison 

Rasidin, lahir tanggal 08 Februari 2018 dan Shafana Almahyra binti 

Rison Rasidin, lahir tanggal 18 April 2021 berada di bawah 

pemeliharaan (hadhanah) Penggugat; 

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku. 

Subsidair : 
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“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan 

putusan yang seadil-adilnya.” 

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan 

Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi 

dengan mediator Hakim Dra. Hj. Dewi Warti, sebagaimana laporan mediator 

tanggal 06 Desember 2021,  akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan 

Penggugat, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan tentang 

Hadhanah sebagaimana petitum angka 4 sebab hingga kini tidak ada 

masalah tentang hak asuh anak-anak tersebut; 

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat 

didengar jawabannya sebab setelah melalui proses mediasi dan hingga 

perkara ini diputuskan ternyata Tergugat tidak lagi datang menghadap ke 

persidangan meskipun Tergugat telah Kembali dilakukan pemanggilan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku ; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti berupa: 

A.  Bukti Surat: 

1.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402016509970001 atas 

nama Syafitri, tanggal 21 Mei 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Bukti surat 

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan 

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi 

tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.1);  

2.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/7/VII/2007 Tanggal 13 Juli 

2007 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai 

Lala, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut 

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang 

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan 

paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.2);  

Disclaimer
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B.  Bukti Saksi: 

1.  SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam,  pekerjaan xxxxxxxx xxxxx 

xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, di 

muka sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah 

sumpahnya sesuai Agama Islam yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah  

pada tanggal 13 Juli 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi xxxx;   

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat 

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Farzan 

bin Rison Rasidin, lahir tanggal 08 Februari 2018 dan Shafana 

Almahyra binti Rison Rasidin, lahir tanggal 18 April 2021; 

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang 

lebih sejak bulan Agustus 2017 sudah tidak rukun lagi sering 

terjadi pertengkaran;   

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak 

harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan 

karena Tergugat tidak membangun komunikasi yang baik dengan 

Penggugat, sehingga sering menyebabkan salah paham antara 

Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memberikan nafkah 

lahir kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering berkata kasar 

dan mencaci Penggugat dan Anak dan Tergugat sering memukul 

Penggugat dan anak tanpa alasan; 

-  Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah  

sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang dan sudah 

tidak bersatu lagi;   

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;  

- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat belum 

pernak bercerai ;  
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2.  SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx 

xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Tuk Angku Alam RT.006 RW.002 

xxxx xxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx kabup[aten Indragiri Hulu, di 

muka sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah 

sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

− Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan 

memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga 

Penggugat;   

− Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami 

isteri yang sah yang menikah  pada tanggal 13 Juli 2007 di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lala, xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx;  

− Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan 

Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 

Muhammad Farzan bin Rison Rasidin, lahir tanggal 08 Februari 

2018 dan Shafana Almahyra binti Rison Rasidin, lahir tanggal 18 

April 2021 ; 

− Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran  sejak bulan Agustus 2017 yang 

mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah  sejak 

bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang dan selama 

berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu 

lagi;   

− Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara 

Penggugat dan Tergugat terjadi, namun saksi ada mendengar 

teriakan Penggugat meminta tolong, dan setelah saksi datangi 

rumah mereka ternyata Tergugat baru saja melakukan 

kekerasan/memukul Penggugat ; 

− Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan 

pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.G/2021/PA.Rgt 

Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat 

dan anak,Tergugat sering berkata kasar dan mencaci Penggugat 

dan Anak dan Tergugat sering memukul Penggugat dan anak 

tanpa alasan;   

− Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;   

− Bahwa Penggugat dan Tergugat setahu saksi belum pernah 

bercerai ; 

− Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan 

tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik 

bercerai;  

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan 

tanggapannya; 

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa tidak 

akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan; 

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang 

termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang 

merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

Pengadilan Agama xxxxxx berwenang memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara a quo; 

 Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan 

Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan 
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tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan 

gugatan dalam perkara a quo (persona standi in judicio); 

Menimbang, bahwa  para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan 

mediator Hakim (Dra. Hj. Dewi Warti), namun berdasarkan laporan mediator 

tanggal 20 September 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, 

dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah 

berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat di 

setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat 

terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan 

Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk 

dirukunkan kembali, hal mana didasarkan kepada maksud  Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres 

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok 

masalah dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan 

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan tidak 

dapat dipertahankan lagi; 
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Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut 

Tergugat tidak memberikan hak jawabnya karena ketidakhadiran Tergugat 

sehingga Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut ; 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau 

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak 

lagi hadir di muka sidang, akan tetapi dalam perkara perceraian yang 

mempunyai sifat khusus (lex specialis) untuk mengetahui sebab-sebab 

perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat tetap dibebani 

pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis 

membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti surat dan saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, 

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, 

maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut 

menerangkan mengenai tempat tinggal Penggugat, maka sesuai dengan 

Pasal 285 R.Bg bahwa Bukti P tersebut memenuhi syarat formil dan materil 

sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht); 

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang 

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai 

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat 

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan 

bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang 

hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg 

bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta 

otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

mengikat (volledig en bindende bewijskracht); 

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, 
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keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam 

duduk perkara; 

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI 1 adalah 

keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan 

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 

Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 172 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai 

hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar 

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, 

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama SAKSI 2 adalah 

tetangga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan 

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 

Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 172 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan 

Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan  didengar langsung dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti 

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama 

dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai 

dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
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Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari 

pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa kedua saksi (Khuzaimah binti Efendi dan SAKSI 

2) yang diajukan Penggugat di muka sidang dalam perkara perkawinan 

secara lex spesialis bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan 

Pasal 172 R.Bg, Kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum 

sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah memberikan 

keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sesuai dengan 

Pasal 175 R.Bg, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi 

tersebut; 

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 

308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain 

sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah 

memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan 

keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan 

saksi yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim 

menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat 

pada tanggal 13 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai 

Lala, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx; 

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun 

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Farzan bin 

Rison Rasidin, lahir tanggal 08 Februari 2018 dan Shafana Almahyra 

binti Rison Rasidin, lahir tanggal 18 April 2021; 

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 

2017 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan 

bertengkar; 
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4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

disebabkan karena Tergugat tidak membangun komunikasi yang baik 

dengan Penggugat, sehingga sering menyebabkan salah paham antara 

Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir 

kepada Penggugat dan anak,Tergugat sering berkata kasar dan 

mencaci Penggugat dan Anak danTergugat sering memukul Penggugat 

dan anak tanpa alasan. 

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat 

dan Tergugat sudah pisah  sejak bulan Agustus 2021 dan selama itu 

pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak 

dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri; 

6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga 

Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan 

Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk 

merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena 

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat; 

7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan 

Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat 

dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun 

dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang 

sah yang menikah secara agama Islam; 

2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;  

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage 

breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan 

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel 

baar tweespalt); 

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat 

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;  
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5. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan 

yang melawan hukum;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis dapat 

mengkonstituir sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami 

isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan 

Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sehingga 

Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan 

Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada ikatan batin yang 

merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak 

saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat 

dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk 

menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam kondisi rumah tangga seperti 

itu, pasangan suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan 

kewajibannya masing-masing. 

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat dalam kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak 

mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya penderitaan 

bathin dan kemudharatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perceraian 

dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini telah 

sejalan pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab al-Mar’atu 

baina al Fiqhi Wa al-Qanuni, karya Dr. Musthafa As Siba’i yang diambil alih 

menjadi pendapat Hakim yang berbunyi: 
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Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan 
adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan 
menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak 
dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya 
mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-
kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang 
membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, 
sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan 
perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan 
(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain 
dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh 
ketenangan dan kedamaian." 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma 

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 

yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut; 

 

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia 
mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari 
suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan 
hubungan suami istri antara mereka berdua”; 

 Bahwa juga dalam Kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang diambil alih 

menjadi pendapat Majelis sebagai berikut: 

 

 

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, 

maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan 

talak satu; 

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mempertahankan rumah 

tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia dan hanya akan 
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menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan 

memunculkan kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar, paling tidak 

madlarat sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saling 

meninggalkan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, padahal 

Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada 

mendapatkan kemaslahatan sebagaiman kaidah ushul fikih yang berbunyi 

sebagai berikut: 

  المصالح جلب  على  مقدم  المفاسد  درأ

Artinya: “Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan 
kemaslahatan” 

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara 

Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan 

tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah 

berusaha menasehati agar Penggugat berfikir ulang bahwa pernikahan itu 

termasuk ibadah dan perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh 

Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam 

hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

sulit untuk dirukunkan; 

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan dan pertengkaran 

yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa 

sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan 

bagi kedua belah pihak; 

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis, bila suami istri dalam 

kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcokan dan pertengkaran yang 

terus menerus, semua usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil 

merukunkan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa rumah 

tangganya telah pecah, sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah 

terpenuhi; 

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis, rumah tangga 

antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah sangat 
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mengganggu suasana kebatinan kedua belah pihak dan menjadikan rumah 

tangga kedua belah pihak jauh dari rasa tentram; 

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi religius, perkawinan antara 

Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu telah menjadikan berbagai 

fungsi tidak dapat terlaksana dengan baik diantaranya, karena laki-laki itu 

adalah pemimpin kaum wanita dalam rumah tangga dan suami istri harus 

saling melindungi tidak terpenuhi lagi,  

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, bahwa antara 

Penggugat dan Tergugat telah pisah, dan selama berpisah sudah tidak ada 

lagi hubungan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup 

bersama, rukun dan damai kembali untuk membina rumah tangga yang 

bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, meskipun antara Penggugat dan 

Tergugat masih terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban 

suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 

dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan 

Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan 

Penggugat telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum dalam 

perkara a quo patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka 

petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain 

shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak 

melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi 

Hukum Islam, oleh karena itu majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat 

dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;  

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain 

shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk 
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dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad 

nikah baru; 

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka 

Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali  

suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai 

kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b juncto Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia Pasal 153 ayat  (2)  huruf b ; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini: 

M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama xxxxxx yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 

Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1443 

Hijriyah, oleh kami Yunadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti 

dan Dra. Murawati, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh 

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama 

dan dibantu oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota Ketua Majelis 
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Dra. Hj. Dewi Warti 

 

 

Yunadi, S.Ag 

 

Hakim Anggota 

 

 

Dra. Murawati, M.A. 

 

 Panitera Pengganti 

 

 

Hertina, B.A. 

 

Perincian Biaya: 

1. Pendaftaran : Rp.    30.000,00 

2. Proses  : Rp.    50.000,00 

3. Panggilan  : Rp.  360.000,00 

4. PNBP Panggilan : Rp.    20.000,00 

5. Redaksi  : Rp.    10.000,00 

6. Meterai  : Rp.    10.000,00 

Jumlah  Rp. 480.000,00  

     (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) 
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